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PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KORJA PEMERINTAH DAERAH

PRO\4NSI RIAU TAHUN 2O1B

DENGAN RAHMAT TUHAN -IANG MAHA ESA

Menimbang ; a.

GUBERNUR zuAU,

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi APBD
Provinsi Riau Tahun 2018 seda kondisi keuangal daerah
yang tidak sesuai dengan proyeksi APBD Tahun 2O18,
perubahan nomenkelatur Perangkat Daeral mal<a rerrcarra
kerja Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat {1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencaraan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangr.-rnan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranca-ngan Peraturat Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Paijalg Daerah Dan
Rencana Pembattgunan Jangka Menengah Daerair, Serta
Tata Cara Perubahal Rencana Pembangunan Jalgka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerai dapat dilakukaa apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimatsud
hur-uf a dan huruf b, perlu rnenetapkan PeraLuran Gubemur
tentang Perubahan Rencana Keda Pemerintah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2O 18:

b.

c.

Mengingat : 1. Undang-Undalg Nornor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undarrg Darurat Nomoi 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembarar Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646)l
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^5 Tahun 2004 tentang Sisrem.' v\'94\6
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2C04 Nomor 104, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Lernbaran flegara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir deagan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahai Daerah (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l-embarai Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo. 4578);

3.

4.

6.

7.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen .usunan, Pengendalial dal Evaluasi
Pelal<salaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaral
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentarrg Pedoman Pengelolaan Keuaagan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terathir dengal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang pemba}Ia! Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomorl3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaai
Keuangan Daerah;

Peraturan Ment€ri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rar:rcangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Paljang Daerah Dan Renca-na Pembangunan Jangka
Menengah Daerai, Serta Tata Cara Perubahan Renca-na
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembalgunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Bedta Negara Republik lndonesia Tahuq
2017 Nomor 1312);

Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 32 lahwn 20L7
tentang PenJrusunan Rencana Keda Pemerintah Daerair
Talun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 718)

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Paqiang Daerah
(RPJPD) Prcvinsi Riau Tahun 2OO5-2O25 (l€mbaran Daerah
Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

8.

9.



10.

12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun
2OO5-2O25 (Lembaran Daerah h'ovinsi Riau Tahun 2O17
Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OL4 ter'tang Rerrcana
Pembangunan Jargka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Riau Tahun 2Ol4-2O19 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-
2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2O18 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang
Pembentukan darl Susunan Organisasi Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Provinsi Riau Ta}run 20 1 6 Nomor 4) ;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2OI7 tentarLg
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau
Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Riau TaLlufl 2017
Nomor 31):

11.

12.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Riau Taiun 2018 merupakan dokumen perencanaan daerah
yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani
antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan serta sebagai landasan
PenJrusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) darl
Perubahan Prioritas dan PlaJon Anggaran Sementara (PPAS,
untuk menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
sistimatika sebagai berikut:

BAI} I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017
S/D TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB NI KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BABVI PENUTUP



Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Riau dengen sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum pada larnpiran dan merupalan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggat 

 cuaenrvun nnu, 

n. lnsvapfin rercDr RAcTTMAN

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR: 

Diundangkan di Pekalbaru
pada tanggal 
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